BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG

RENGANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2007- 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang ©  a bahwa dengan diefapkannya Peraturan Pernerintah Normots
47 Tahun 1897 fentang Rencana Tata Ruang Wiiayah
Wasional, Maka Strategi dan Arahan Kebijakan Pemanfaatan
Ruang Wilayah Nasional perl dfabarkan kedalam rencana
Tata Ruang wilayah;

bahwa untuk ;] I
Simeulue dengan memanfaatkan Rudng Wilaysh secara
berdays guna, sefasi.seimbang dan berkolanjutan dalam

t

rangka i dan
pertahanan keamanan, peru disusun rencana Tata Ruang
VWiaysh;

o

bahwa  dalsm  rangka  mewujugkan  keterpaduan
pembangunan: antar sekior, daersh dan masyarakat, maka
Refcane Tata Ruang Wilayah merupekan arahan lokasi
Investasi pembangunan yang . dilsksanakan pemerintal,
masyarakat dan/atau dunia usaha;

d. bahwa pertimbarngan i dimaksia
dalam hurif & huml b dan hunif ¢, perlu menetapkan
Rencaria Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulie dalam
sudtu Qanun;

Mengingst  : 1, Undang-Undang Nomor § Tahun 1990 tentang Konssniasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran
Negara Repubfk Indonesia Tahun 1880 Nomor 49,
Tarfbshan Eembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang  Memor 8 Tahun 1980 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
1980 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negata Nomor 3423);
Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1852 fentang Perumatian
dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 1992 Nordor 115, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3501);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang Penztaan
Ruang ( Lembaran Negara Republik I-donesia Tehun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negarz Nomor (3501) );
Undang-Undang Nomeor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
{Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1988 Nomar
167, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3888);
Undang-Undang Momor 48 Tahun 1899  tenfang
Pembenlukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeuiue
{Lembaran Negars RepUbliX Indenesia Tahun 1988 Nomor
178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
Undang-Undang Komor 10 Tshun 2004, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Momor 4348];
Undang-Undang Momor 18 Tahun 2004 fentang Perkebuhan
{Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2004 Momor
85, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4411);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  feniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negsra Repubitk Indonesia
Tahun 2004 Moror 125, Tambahan Lembaran Nepara
Homar 4437 ) sebagai mana telah divbah dengan Undang-
Undang Nomar § Tahun 2005 tentang Penstapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Normor 32 Tahua
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nemor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4493y
10, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh { Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2008
Nomor 62, Tambahan Lambaran Megara Nomor 4633 )
11.Peraiuran Permerintah Nomor 22 tahun 1952 lentang Tata
Cara Pengaturan air ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tenlang
Kewenangan Pemarintab dan Kewsnangan Provinsi sebagal
Daerah Otonom  (Lembaran Negara Republik Indonesls
Tahun 2000 Memor 34, Tembahan Lembaran Negera Nomor
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13, Kamusan Presiden nomor 52 tahun 1880 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

14.Pefaturan F'umemtah Numur 2 Tahun 2005 (EI’iIEng
P i dan Witayah
dan Kehidupan Matsyarakat Provinsi NAD -dan Kepulauan
“Nias Sumalra Utara;

15.Qanun Provinst Nanggroe Acsh Darussalam Nomar 3 Tahun
2007 tontang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran
Daeroh Provingi Nanggroe Aceh Darussatarn Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah Momor 3);




- Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE
MEMUTUSKAN :

Meetapian :  QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG HENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007- 2015

BAB 1
KETENTUAN UNIUM
Pasal 1

Datam Qanum igi yang dimaksud dengan

Dsteraly adfalsh Kabupaten Simeulue;

Pemerintah Daerah adeloh Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Bupat| adalah Bupati Simeulus;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simewiue yang selanfulnya

disingkat DPRD Kabupaten Simeulua adalah Badan Legisiatif Daerah:

Ruang adalah_yang mefiputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara,

termzsuk didatamnya tahan, tanah, #ir, udara dan benda lainnya serta daya dan

keedgan, sebagai saw kesaluan witayah lempat manusia dan rhahkiuk lainnya

hidup dan melakukan kegiatan serta memefihara kelangsungan higup;

Tals Ruang adalah wujud stkiural pemanfastan riang dan pola pemaniaatan

tung baik yang direncanakan maupun tidek, yang menunjukkan adanya hirarki

dai kelerkaitan pemanfaatan ruang;

. Penataan Ruang adslsh proses perencanaan, pelaksansan rencana dan
pengandallan pelaksanaan rencana tat ruang; _

Pefencanaan Tata Ruang adalah kegisten melaksanakan proses dan prosedur

‘penyusunan serta penetapan rencana tata niang;

Retana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tate Ruang birupa arahan

kebfjakan pemarfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan,

Witayah adatsh ruang yang merupakan kesatuan geograhs beserta segonap

unsur terkait padanya yanp batas dan sistimnya ditentukan  bardasarkan

anpn
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dan atay asp
fungsional; .

K. Rencana Tata Ruang Witayah Kabupdten yang selanjulnya disingkat dengan
RTRWK ai 180 kebij: dan i ruang wilayah
Kabupaten yang menjadi pedoman bagi Penatasn Ruang Witayah Kabupaten
dart dasar daia 1 perizinan lokasi i

| Pemaniaaten Ruang adalsh kegiatan fuang melal
prografn  kegiatan pembangunan yeng dilakukan oleh ‘Pemerintsh dan
masyarakat, bak secara diti-sendii  maupun by yang

didasatkan pada renican tata ruang yang tefan detapkan, dafam pemantsatan
cuang dikembangkan pola tata guna tanah, tata guna sir, tata guna udara dan
tata guna sumber daya alam lainsya;
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. Tata sGuna Tanah adalah pola penggunaan tanah baik yang direncanakan
canakan;

ataupun fidak diren: ;

Tats Guna Air adalah pola penggunaan ieta guna- al anfara lain berupa
dan air yang kup | hak

atas dasar air untuk fencana dan

pengendalian rencana, yang merupaken satu kesatuzn dengan penatzan naang;

Taty Guna Udara adalah pola penggunaen wdara balk Yang direncanakan

maupun lidak;

Tata Guna Huitan adalah pola penggunaan hulan menurt fungsi bak yang
i maupun tidak di

Pengendalian Pemanfaatan Ruang  adatah kegiatan mengawssi  dan

meneribkan pemanfaatan ruang agar tatap sesual dengan rencana tata ruang;

. Pengawasén Pemanfaath Ruang adalah usaha unkuk menjaga kesesuaian

pamanfaztan rueng dengan fungsi nuang yang ditelapkan dalam fencana tata

nuang;
- Peninfauan Kemball Rencana Tata Ruang adalah untuk menilai kembali kesshan

lata niang dan keseluruhan kinerja penatazn.ruang secara berkala, termasuk
mengakomodasikan pemutakhiran - yang  dirasakan periv  akbat sdanya
‘paradi bary dalam pamb dan penatasn tata

ruang;
Pefyesuaian Rencena Tata Ruang adaiah tindakan PERyEMpUIEan prosss
pefencanzan tata mmng atu penyempumaan rencana fata ruang yang
berdazarkan hasil penflaian delam proses peninjavan kemball salah satu
diartaranya dlanggep kurangftidak sah;
Panyusunan Kembali. Rencana Tata Ruang adaleh iindakan peryempumaan
sekallgus pros2s perencansan dan rencana lala riEng yang ada dengan
pedoman peny yang berlaku;
Hawasan adalah suaty wilayah yang mempunyal  fungsi dan  atau
aspekipengamatan fungsional fertentu. Weayah Propins] berdasarkan fungsi
Liama kawssan terbagl. habis menjadi kawasan linduny dan kawasari budidaya
sedangkan berdasarkan aspek keglatan mefiputi kawasan pedesasn, kawasan
perkotaan dan kawasan tertenty;
Kawasan Lindung adafah kawasan yang diletspkan dengan fungsl utama
mefindungi kelsstarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sufnber
daya buatan atau nifai sejarah sera budaya bangsa guna kepenlingen
pembangunan barkelanjutan;
Kawasan Budaya adalsh kawasan yang dimanlaatkan secara terencana dan
terarati sehingga dapet berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan
kehidupan manusia, terdiri dar kawasan budidaya pertanian dan kawasan
brudidaya non. pertanian;
Kawasan Permukiman adalati bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan
fraupun df perdesaan dengan dominasi fungsinya kagiatan pamukiman;
Kawasan Produksl adatah bagian dari kawiasan budidaya baik dipsrkotagn
faupun di pedesasn dengan dominasi fungsinya kegiatan sekior produks! dan
fasa (kawasan industr, kawasan pertambangan, kawasan pedanian, pangan,
kawasah perkebunan, kawssan pefernakan, kawasan perkanan, kawasan
parawiszta, kawasan hutan produksi dan sebagainya);

. Kawasan Tertantu adalah kawasan vang ditetapkan secara nasional mempunyai

i siratagis yang penataan ruangnya diprioritaskar;

. Kawasan Privritas adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama

didalam dan dengan kawasan
andsian den kawasan lertenty pada Rencana Tala Ruang Viayah
{RTRWN/RTRWP) dan aspek hinnya yang bersifat kabupaten, Berdasarkan
peran dan fungsi kawasan dalam konstelasi pangsmbangan wilayah kabupaten
serta cifi perkembangannya, kawagan priodtas dapat berupa:




cc. Kawasan sirategis yang bersifat provinsi maupun kabupater;

dd. Kawdsan tertinggal yang bersifat provinsi maupun kabupatsn:

8. Kawasan krills yang bersifat provinsi mavpun kabupates:;

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang memeunyal peranan penting

untuk perkembangan ekonom, sosial budaya, lingkun.jan maupun pertahanan

dan keamanan difihat secara nasional maupun propinsi;

g3 Kawasan Tertinggal adalah kawasan yang karena kelerbatasan sumber daya
. alam, sumber daya buatan alau sumber daya manusiahya belurm dapat
dikembangkan, meskipun secara ekonemi mempunyai potensl besar untuk
dikemibangken;

. Kawasan Kritis adalah kawasan yang kondisinya mendekati atau berada pada
batas ambang kerusakan lingkungan sehingga sumbsr daya alamnya
lidak/etum dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekenomii;

Kawasan Andalan adalah kewasan — kawasan Yyang dapet bemeran mendorong
pertumbuhan ekonomi bagl kawasan i sendii dan kawasan sekitamya, sera
mewudkan pemerata pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

=

=
=

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Ganun Kabupatsn Simeidue Tenatang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Simeulue ini mencakup srateg dan struktur pemanfaatan ruang wilayah
Kabypaten sampal dengan batas rusng dasatan, ruang lautan, dan ruang udara
menurul peraturan perundang — undangan yang berlaku,

Pasal 3

\Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupalen Simeulie adalsh datam
pengerban wilayah adminisuasi kabupaten yang terdirt dari 8 (delapan) kecamatan,
yaitu

Kecamatan Simeutue Timur
Hecamalan Simeutue Tengah
Kecamatan Teupah Selatan
Kecamatan Simeulss Barat
Kecatnatan Satang
Kecamatan Teluk Dalam
Kecamatan Alafan
Kecamatan Teupah Baral

T

Pasai 4

Jangka \Wekiv Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeuiue adalah 10
(sepuluh) tahun



Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wiayah sebagaimana dimaksud datir: ,.asal 2 melipati ¢

*
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Tujuan pemanfaatan riang wileyah untuk meningatkan  kesejahteraan
masyarakal dan periahanan keamanan yang diwujudkan melalul sistagi
pemanifaatan ruang wilayah untok tercapainyg pemanfaatan ruang yang
berkualitas;

Strukiur dan pota pemaniaatan ruang witayal;

Kelerbukazn pengendalian pemanfaatan ruang wilayah,

BAB I 2
ASAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN STRATESI

Bagian Kesatu
Asas, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

FPasalB

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimane dimaksud dalam pasal 2 disusun
berdasarkan :

a.

b.

Pemantaatan fuang bag semua kepenlingan sacars temady, berdaya guna dan
rhasil guna, serasi, ssimbang, dan barkebnjutan;
Ketedsikaan, kebersemaan, keadilan, dan paﬂ\ndmgan hukum.

Pasal 7

Tujuan. aang wilaysh sebageimana dimaksud dafsm pasal 5 hunif {a)
yaifu:

o

a

.Terse?enggaranva pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan sesual dengan kemampuan daya dukung dan daya
tampung i hidup sera nasional dan
dasrah,

ruang kawasan lingkungan dan
kawasan budl daya di kawasan perkotaan; kewasan perdssaan, dan kawasan
terlentu yang ada di daerah.

. Terwujudsya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya bualan dengan memparhatikan sumber daya manusia:
Terwujudnya kehidupan masyetakal yang sejahtera.

Pasai 8

Sasaran Rencana Tata Ruang Witayah Ksbupaten adalah ;

a.

Terumuskarnya rencana pengaiolaan kawasan berfungsi indung dan kawasan
budidaya:

iencana kawasan Kawasan perkataan
ﬂan kawasan tarientu;
engana kawasan bud| daya meliputi kawasan

pcmmmman perkotaan,  perdesasn  den  kawasan-kawasan  produksi
(pedndustrian, pertambangan, kehutanan, partenian tanama pangan,, perikanan,
. dan iain

£




d. rencana sistim pusat dman perkotaan dan
pemukiman pendesgan—~

3 “fencana sism prasarsna wilaysh maliputi
prasarzna pefigairan, i , prasarana

pengelolaan lingkungan;

f. Terumuskannya rencana pengembangan kswasan yang peru diproritaskan

¥a selama jangka

g T rencana kebijaks % . air, udara,
butan, mineral dan sumber daya slam lainnya sera memperhatian keterpaduan
dengan sumber daya manusia dan suimber daya buatan, yang menupakan bagian
integral dari a2 nmang, fuang, dan E
pemanfeatan ruang witayah Kabupaien Simeuive. . -

Pasal §

Fungsl Rencana Tata Ruang Wilayah Kabapaten agalah

&. Sehagai malra ruang Pala Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten dan Rencana
Pembangunan Sepulsh Tahunan Kabupalen serfa menjadi mcuan yniuk
menyusan Repetada Kabupaten serla menjadi acuan untuk menyusun Repetada
periode berkunya;

b Sebagai dasar kebiaksanaan pokok pemanfaatan suang di vilayah kebugaten
sesusl dengan kondisl wilaysh dan berazaskan pembafigunan  yang
Eerkelanjuan,

c Sebagai i k itan dan i d
entar witayah provinsi dan antar kawasan di wilayah kabupaten seria keserasian
antar sektor,

d. Sebagal pembed kefelsan arshen investasi yang diskuken pemerintah,
masyaralat dan swasta;

©. Sebagai pedoman unhuk pelaksanaan yang memanfaatkan tata fuang;

f. Sebagai.acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan sefta Rencana
Rinci Tata Ruang Kawasan;

9. Sebagaf dasar penerbitan lorhadap perizinan lokasi pembangunan,

Bagian Kedua
Stratagi
Pasal 10
{1) Untuk i Wjuan ruzang wilaysh ia dimaksud
Galam pasal § ditetapkan sirelegi pemantaatan fuang wilayah,
12) Stratepi wilayah dimaksud pada ayat (1)
meliputi -
a. Rencana X lindung dan daya;
b. Rancana pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkolaan dan kawasan
tertentu;
©. Rencana pengembangan kawasan pemuki nan, kehutanan, partanian,

perindustrian, pativisala dan kawasan lainnya;

Flencana pengambangan sistim pusat pemkiman, perdesaan dan perkotaan;
Rencana pengembangan sistin prasarana wilayah;

Rencana kawasan yang dipriorit ;

Rencana kebijakan tata guna tanah, tata guna gir, tata guna utara, dan tata
guna sumber daya alam leinnya,
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Paragraf 1
Rencana Pengelolaan Kawesan Lindung dan Budidaya
Pasal 11

Rencana pengelolaan kawaszn lindung diupayaken dengan malzkukan
i lian fungsi indung terhadap kawasan
lindiing atau kawasan yang sehausnya berfungs! lindung dengan tujuan untuk
timbuinya ungsi hidup, i fungs|
findung terhadap tanah, al, ikim, tumbehan dan satwa serda rilai sejarah dan
budaya bangsa.
Rencana pengelolaan kawasan budidaya di dalam pelakssnaen lebih
memperhatikan  pengembangan  seklor  preduksi serta  pengembangan
rangnya.

. Paragraf 2
Rentana Pengelolaan Kavasan Perkotaan, Pardasaan dan Kewasan Tersntu

Pasal 12

Rencana pengelolaan kawasan perkotasn diupayakan fungsi kawasan
sehagal tempat permukiman peikalean, permusatan dan distribusi pelayanan
Jase pemerintahan, pelayanan sostal dan kegiatan ekonom.

Rencana pengsiolaan kawasan pedesesn diupayakan sebagai kawasan
produksi prlmer (pertanian atau sumber daya alam lainnya), dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat, pernukiman perdessan, pelayanan jasa
pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonom,

Rencana kawasan ferentu di menjzdi kawasan yang
strategis dan diprioritasken dalam penatdan ruang-wilayah dan kawasan inl
1dan secara nasional.
Paragraf-3
Rencana F Kewasan F i Pertanian,

Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya
Pasal 13

Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman diupayakan sebagai wiiaysh
yang mempunyal polensi sumber daya alam den khusus pemukimen kota
basar sshingga diarahkan pada peningkatan prasarana dan sarana parkotaan,
Rencana  Pengembangan Kawasan  Kehutanan  diupayskan  univk
meningkatkan produksi hasithasil hutan dan perivasan keanekaragaman hasil
hutan yang dapat digunakan untuk berbagal kebulunan.

Rencana Pengembangan Kawasan Peranian dlupayakan pada perianian
rakyat terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan toral hidup petant
memperiuas lapangan kerja dan kesempatan kerja,

Renéana Kawasan P diupayakan pada
peningkaian produksi hasil lambang dengan memantaatkan kekaysan sumoer
dayd alam tambang secara hemat dan optimal,

Rencana Kawasan i kepada
pengembangan agro industr yang menunjang hasil pertanian dan industri keall
dan menengah lainnya. .

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata diupayekan menjedi sekior
unggufan sehingga dapat merupakan salsh satu penarimaan Devisa Daerah,




() Reqoana Pengembengan Kewasan Perkanan diupayakan uniuk penentuan
kawasan perkanan {sngkap, kawasan periuasan budidaya dan wilayah
Jtenmasuk pangelofaan, pengawetan, dan industrl.

{&) ‘Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan, Kebuday:an dan Keagamaan,
diupsyakan pada peningkatan sumber daya manusia yans <lap pakei.

Paragral 4
Rencana Pengembangan Sisfim Pusat Permukiman Perdessan dan
Perkolaan

Pagal 14

{1) Rencana Pengembangan Sistem Pusal Pemukiman Pedesaan diupayakan
sebagal pusat pemasaran hasil penani , indusatri kecil dan manengah lainnya
menjad pusat pelayanan masyaral

{2} Rencana Pengembangan Sistem Pusai Pemukiman Perkolaan diupayakan
terbentuknya sualu sistem yang dapat mencemminkan peran dan fungsi serta
birarki pusat sesuai dengan wilayah pslayanan dan dapat mencerminkaa pala
keterkaitan kota tersebut

8 Paragrai §
Rencana Pengembangan Sistim Prasarana Wilayah
Pasal 15

1) Rencana Sistern T Witayah wilaysh
mempunyai jalur jalan kolektor pimer yang merupakan tulang punagung
perekonomian wi

(2 Rencana Pengembangan Sislem  Prasatana  Pengaiian  diupayskan

pangembangan sistem prasarana pengsiran sangat berkaitan dengan sumber
— stmber ale.
(3]  Rencana Pengembangan Sistim Prasarana Listrk ciupayakan pemsrataan
@ pengembangan prasarana listik  diperdukan  pedingkatan
pelayanan kepada masyarakal perdesann.

(4)  Rericana Pengsmbangan Sistim Prasarana Telekomunikast diupayakan pada

peningkatan prasarana telekomunikasl terutarna dalam menghadapl era

globslisast.
Paragraf &
Rencana Pengembangan Kawasan Pricritas
Pasal 16
Rencana iPengembangan  Kawssan Frorias diupayskan pada pemerataan
vt gt e
Paregrafl T
Rencana Kebljaksanaan Tata Guna Tanak, Alr dan Sumber Daya Lainnya
Rasal 7
1) Rencana Kebij Tanah di Lintuk eruhl

lersedianya  tanah  bagi  Kebuluhan legistan  pembsngunsh  yang
disslenggarakan baik oleh pamstintan maupun masyarakat sesuei dengsi
rencana data friang wilayah yang yang telah ditetapkan.



@ Réncana i - Al di pada
penyélenggaraan tata pengaturan air yang maliputi senela usaha Lntuk
méngatur pemhbinasn penggunzsn sumber day alr.

(% Rencana fitan di
dan pengendalian hutan,

pada

BAB IV _
STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG Wi LAYAH

Baglan Kesaty
Paragraf 1
Umum
Pasai 18
1) Stwktur ruang wilayah dimaksud dalam pasal @
huruf b diveui b arahan sistem pusat

pemmukiman perkotaen sehagalinena dimaksud dalam pazal 8 herf ¢ serta
arshan pengembangan sistim prasarana wilaysh sebagaimana cimaksud
dalam pasal § huruf e,

@ Stukiue muang wilayah imana dimaksud pada syat (1)
melipuli pusst permukiman perdesaan, pusal permukiman perketasn dan
prasarana wilayah.

Bagian Kedua
Paragraf 2
Sistim Pusat Pemukiman Perkotaan
Pasal 1§

Untuk Mengembangkan kota dalam satu kesatuan hirerki kota dan agar berfungsi
 Sebagal pusat periumbuhen meka sirateni pengembangan kola adalah sebagai
borikut ©

2. Kola Orde |, yailu Sinabang;
b. Kota Ords I, yaltu, Sibigo, Kampung Afe, Nasreuhe dan Lebuan Bajau;
c. Kota Otde Ill, yaitu Selare, Salur dan Langi.
Bagian Ketiga
Para
Sistem Pusat Permukiman Peccesaan

Pazal 20

Sistsm pusat iman pedesaan ditentkan d kritsriz ;
& Desa yang punya potensi untuk turmibun dengan investest kegtl
b. Dapat beriungsi =ehagai penyedia pelayanan pada desa - dess sekitamya;
¢ Dagat berfungsi sebagal pusat penghubung antar kola dengan desa — desa;
4. Desa-desa sebagai pusal perumbuhan df Kabupaten Simoulue, yaity :
1. Kecamatan Simeulue Timur, Dese Suak Buluh, Dess Ganting, Desa Lasi
Desa Busung dan Desa Air Pinang;
2. Xecamatan Simalilue Tengah, Desa Lauke, Deca Lambaya dan Desa K
Inang,
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Kecamaten Teupah Selatan, Desa Ana'ao, Desa Baty Ralang dan Desa Suak
Lamatan;

Kecamatan Simsulue Barat. Desa Sigulai, Desa Lhek fdakmur, Cesa Laya
Baung dan Desa Ama Baan;

Kecamatan Salang, Desa Karya Bakii, Dasa Bunga dan Daza Ujung Saiang;
Kpcaraten Telu Dalam, Desa Bulu Hadek, Desa Sambay dan Desa
Babussatam;

Kecamalan Alafan, Desa Lewak, Desa Lafakha den Desa Lhok Pauh,
Kecamatan Teupah Barat, Desa Maudi, DesaAngKeo dan. Desa Leubang.

0 o

@x me

Bagian Keempat
Paragraf 4
Sistem Prasarana Witayah
Pasal 21
Sistim prasarana transportasi diarahken untuk menunjang perkembangan daerah
dibidang ! eoslal akenomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan
nasfonal,

Paragraf 1
Transportasi Darat

Pasal 22
Pengembingan transportasi dacat lebih diatehkan pada pengeinbangan den
pembangunan jalan lingkar Simeulue dan jalan penghubung antar Kecamatan.
Paragraf 2
Transpartas! Laut

Pasal 23

{1 P utama (primer) oi Kota Batu
Kecamatan Simetiue Timur.

) Pengembangan pelabuhan inferseliler dan antar pulau seperti pelabuban
Teluk Dalam, Sinabang dan Sibigo.

Parageaf 3
Transportasi Udara

Pasal 24
Bandar tidara Lasikin sebagai bandar udara utama
Bagian Kelima
Pola Pemanfaalan Ruang Wilayah
Pasal 25

Pola pemanfaatan ruang wilayan sebagaimana dimaksud datam pasal § hunrf 2
menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
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Parageaf 1
Kawasan Hutan

Pasal 26
Kawasan Hutan di Kabupsten Simeuiue seluas 65.000 Ha

Paragral 2
Kavasan Lindung

Pasal 27
Kawasanlindung di Kabupalen Simeuiue terdid dari :

Kawasan yang msmberkan perlindungan tertadap kawasan bawahannya
Kewasan peslindungan setempat;

Kawasan sueka alam dan oagar budays;

Kawasan rawan bencana.

momw

Pasal 28

Kawesan yang memberkan perindungan terhadap kawasan bawanhnya sebage
mans dinaksud pada pasal 27 hurt & ymm kavasar, hitan lindung dan kanasan
fesapan air paraturan p

Pesal 29

Kawasan'perindungan setempat sebagai mane tercantum pada pasal 27 aurel o
mencakup ©
a. Kawazan scmpadan pantai terbuka yang mekputl daratan sepanjang leplan pantsi
yang lgbamya proposlonal dengan beatuk dan kondisi fislk pantai minimal 50
meler darl liik pasang totinggl fearsh darst, mencakup seluruh kecamatan;
Kawasan sepadan pantai kota dalam kecamatan maksimal 25 meter darl tilk
pasany tertinggi kearah darat;
Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 mater dikirl kanan,
sungaij besar, 50 meter Kid kanan anek surgal, dan untul sungai dikawasan
perkntaan selebar 10 - 16 meler Kin kanan sungai;
Kawasan sekitar danaubwsduk yang melipull daraten sepanjang tepian
danauwaduk yang lebaraya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisk
denaulwaduk antara 50 - 100 meter dar titik pasang tertinggl kearsh daral;
Kawashn sekiiar mata air yang meliputi kawasan sskurang kurangnya dengan jarl
~fari 200 motor disokitar mata alr

&

o

3

3

Pagal 30

Kaviasan suska almn dan cagar budaya sebagai mana dimaksud pada pasal 27
huruf ¢ mencakun

A Kawasan panlai berhutan mangrove yang mencakup kawasan dengan jarak
minimal 130 kali nitai rata-rata perbedaan pasang terngai can terendan tahunan
diukur darl garis susut terendah ke arah daral, yans ladetak di seluroh Xecamatan;
Katwasan lensmbu karang yang lersebar diseluruh kecamalan,
Kawasin Suska alam iout dan perawan dischilarnye wang mencsi
kecamatan;

Kawasan Konservas| Laut Dasrah (KKLD) yang mencakup persiran pulau Pinsng,
Siumat dan Simanaha [perairan Pisisl)

oo

=aluruy

Py
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Paragral 2
Pasal 31

Keuasanzawan bengana sebagaimans fimaksud pada pasal 27 huruf d lerdir dar| -
a. Polonsi Gerakan Tanah;

b. Potensi Gempa Bumi;

c. Patenst Smang.

Kawasan Budidaya
Pasal 32

Kawasan Budidaye ¢i Kabupaten Simeulue selyas 28190 Ea, terdi dari
a Kawssan Budidaya Pertanian
. Kawasan Budidaya Non Pertanian

Pagal 32

Kawasan Budidaya penanian sebagal mana diniaksed dalar pasal 32 huruf a terdin
dari budidaya hitan dan non huten.

Pasal 34

Kawasan budidaya hutan sebagai mana dimaksud pada pasal 33 meliput hutan

producsi terbatas dan hutan predusst :

a Hutan Produksi Tersebar di Kecamatan Teupah Selatan, Tohsk Dalam, Simeulua
Tengahedan Kecamatan Simeulus Barat;

b. Hutan Produksi Terbatas Tersebar oi Kecamatan Simeukue Timur, Teupah Baret,
Teluk Dalam, Simeulus Tengah, Simetlue Barat, Salang dar, Kecamatan Alafan.

Pasal 35

Kaviasan budidaya pertadian non hutan sebagei mana dimakeud pada passl 32
el b, terdir dar| ;

2. Kawasan Perlanian Taneman Pangan, Lahen Basah, terfetak di Kecamelan
Simsulug Tengah, Salang; Teluk Dafam dan Kecamatan Simeulus Barat,
Kawgsan Peranfan Tanzman Pangsn Lahan Kering tersebar i Kecamatan
Simautue Timur, Teupah Selatan, Teluk Dalam, Teupah Barat, Salang dan
Kecamalan Simeulus Barat;

Kawasan Pertanian Tanaman Tabunan dan Perkebunan, terdapat di Kecamatan
Teupah Baral, Teupah Selatan, Simsulve Baral, Simeulue Tengah, Salang dan
Kscamalan Alafan;

Hawasan Petemakan terletak di kecamatan Teupah Barat, Simeulus Barat, Teluk
Dalam, Kecamatan Alafan dan Kecamatan Salang;

Kawasan Perikanan Umum ¢ daratan seperl 6 Danay Laule dan Danau Mutiara;
Kawaser Perikanan Laut tersebar dissluuh Keeamatan ssfaun 3 Mil laut dari
pantsi.

o T

a

e

Pasal 36

Kawssan budidaya non pertanian ssbag:

terin dari

& Zona Pedanian tanaman pongan dan lolfkefura terdapat € Kecamatan
Simeulus Tengah, Kecamalan Simeulic Beral Kecamatan Salang dan
Kecanatan Alafan;

ena dimaksid pada pasal 32 hunf b,

A4
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b. Zona Kelaulan dan Perkanan terdepat di Kecamatan Simeulus Tumur,
Simaulue Bara, K Tetuic dan K Alatan;

. Zona P terdapat di Simeulue Tengah, K: Simeulue
Salang, K; Alafan dan K Barat

Eamt, g, d Teupah
d. Zona Perkebunan tardapat df Kecanalan Téupah Selatan, %ecarsatan Saiany
dan Kecamatan Teluk Dalsm;
e Zeﬂar indulrian dan Perd: terdapat & Ki Simeukzz Timer,
ilue Tengah dan K Teupah Selatan;
£ Zona Parwisata terdapat di Kecamatan Simeudse Timur dan Kecamatan Teupah
Selatan.

BABV
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pazal 37

{1) Pedoman tuang e “dimaksud datem
sasal S hunf a difssarkan stas Fungsi Tats Ruang Wilzyah sebananang
dimasud dalam pasal 8 Qanun inl

@

nuang dimaksud pada ayat (1) adatah
kawasan lindung, kavasen budidaya, kawasan pedesazn, kewasan perkciaan
dan Kawssan tertentu diiaksanakan melaks hegiatan  pengawasan dan
ponarsben dolam psmanfsatan niang, temiasuk terhadap late quna tanah, tats
guna air, 1ata guna udara dan tata guas sumber daya atam lainnya,

BABWI
HAK, KEWANBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38

Dalam kegiatan penataan ruang witayah Kabupaien Simewlue masyarsiat barhak -

a. Berperan aktf dalam proses persncanaan tata fuzng,” pemanfaatan ruang dan
pengentzlian pemanfaatan ruang;

b. Mengetshui secars lerbuka Rencana Tata Ruang Wikayan Kabupaten Simeulus,
fencana tata ruang kawasan, rencana rind fala ruang kawasan:

€ Menikmatl manfaat riang dan/ataw paamhahan nilai ruang sebagal akibat dari
penataan rusng;

4. Mempscolsh penggantian yang iayek atas kondisi yang dialami sebagal ekibat
pelaksanaan kegiatan pambangunan yang sesual dengan refcana ala ruang;

Pasal 29

fang telah ditetapkan mefalsi pengumumar atau penyebarussan oleh
Pemesiitzh Dasrsh Kabupsten pada tempattompat yang membngkinkan
masyarakat mengetahui dengan mudah,

(2) Pengumuman stou penysbaussan sebagaimans dimckeud pads ayat (1)
diketahui kat dari i pela rencana tata ruang
¥ang bersangkutan pada tempat-dlempat umum dan kantor-kantor yang sacera
fungstonal mengenai rencan tata euang tersebut.
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Pazal 40

(1), Delam ruang dan fatsu nilei fueng sebagal akibat
" penataan ruang dilakukan sesusi dengen kefentuan peraiuran perundang-

undangan.

{2) Uniuk menfkmatl dan memanfaatian mang beserta sumber daya alam yang
tarkatdung didaiamnya, menikmatl manfaal ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) yang dapat bemilai ekanomi, sosia! dan ingkungan yang dilsksanakan
atas daser pemiilkan, penguasaan atau pembedan hak tedentu berdasarkan
ketoniuan pefaluran perundahgundangan dan / elau  hukum adat dan
kebiagaan yang berlaky didalam masyarakat setempat

Pasal 41

(1) Hak memperoleh penggantian yeng fyak afas kerugian terhadap persbahan
siatss semule yang dimilli ofeh masysrakat sebagai aklbal pelzksanaan
Rencana Tata Ruang Wiiyah Kabupaten Simeuiue diselenggarakan cengan
cara musyawarah anlara pihak yang berkepentingan.

{#) Dalam bl Udak larcapai kesspakatan mengenal panggantisn yang layak
sabagl mena dimakeint paca ayet 1) mska panyskaaiaya diakikan seese
dangan peraturan perundang-undangan yang beraku.

Pasal42

Datam kegialan penataan nmng wilsyeh Kabupaten Simeule massarakat wajib ¢

5. Berparan sarta dalam memalinara kualitas ruang;

b, Berloky terib datem keik dalam proses ' tata 1uang,
nugng;

T
¢. Mentaati rencana tata ruang yang telah diketapkan:
Pasal 43

(1) Pelsksanaan kewajibsn masyarakat dalem penstian nuang sebagaimana
dimeksud dalam pasal 28 dilaksanakon dengan mematuhl dan menerapksn
kiteria, kaidah, baku muty dan aluran penataan ruang vang ditatapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan sturan pemanfatan ruang yang difakikan masyarakat secara weun
lemurun depat diterapken sspanjang memperhatikan faktor daya dukung
lingkungan, estefika fingkungan, Iokasi dan swukiur pemanfaatan rsang seita
menjamin pemanfaalan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 44

Dalan pemantestan ruang di ¢eerah, peran serta masyarakat dapat berbantuk ;

= Pemanfaalan rusng daratan, ruasg laulan dan ruang udara berdasarkan
parsturan perundang-undangs, agams, adal isliadal atau ksblasaan yang berdaku
dalam mesyarakat;

b. Bantuan pemikran dan  poitimbangen  berkensan dengan  pelaksanasn
pemanfaatan riang wilayah dan kewasan yang mencakup lsbih dari saiu wilayah
Kabupak:

fatan Rencana Tata Ruang
" ilayan Kabupanen Svmatis dan Rengana Taa Rugng Kawasan yang melisuti
lebi dari satu vilayaty;

S
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d. Penibghan atsu konversi pemanfastan rusng sesual dengan Rencana Tala
" Ruang Wilayah Kabupaten yang tetah ditetapkan;
2 d dala

& m ); uang c= vataw;
©. Kegiatpn menjaga, memellhara den meningkatkan kelestarian fungst fngkungen
© hidep.

Pasal45

(1) Peran serta masyarskst dalam pemaniaien swang d dasrah sebagaimana
dimaksud dalem pasal 38 dilhukan sesuai dengan paratiran perundang-
undagan yang beslake,

@ F peran s dimaksud pada ayat (1}
dapat dikoordinasiken kepada Supati,
Pasal 46
Dalern i T uang, peren ssita dapat berbentuk :

&, Pesgalvasan torhadap pemanfaatan fuang wilsysh dan Kavasan yang melipus
lebi dari satu, wilayah Kabupaien di daerah, fermasuk pemberian informasi atay
lapora pelaksanaan pefmantaatan ruang kawasan dimaksud;

b. Pemikiran atau petisbangan betkenaan dengan peneriban pemanfaatan ruang,

Pasal 47
Peran serta dalam ru

ang i
dimaitsud dalem pasal 38 dapal disampaikan secara lisan maupun tertulls kepada
Bupatiatal pelabat yang benvsnang.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

{1} Pelangparan terhadap ketentian yan teleh distur datam Qanun ini dapat
diancarn dengan bulkuman kuningan paing lama B (nams) bular danfatay denta
sebanyak-banysknya Rp.50 000.000,-fima putuh juts rupian),

{2) Tindak pidana sebagainana dinaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 49

(1} Selain penyidik umum yang berugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas
findal pidana sebagaimana dimaksud dalam Canun inf dapat juga ditakesian
oleh Penylaik Pegawal Nagari Sipl tertenty dilingkungan Pemerintah Dasah
yang diberi wewerang khusus sebagai penyldik sesual paratusan perundang-
undangan yang bedaks,

1) Dalam melaksanakan tugas enyidikan, pare Fenyidic Pegawal Neger| Sigi
sezagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal inf berwensng ©
2. Menesima laporan eiau pengadusn dari seorang tertang adanya tindsk

pldana;
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. Melakukan pemeriksaan ditempat kefadian sebagai tindakan perama;

.- Menyuruh berhenti seseorang tarsangka dan memariksa tands pengenal
dar tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan alau surat;

el il sidik jari dan memolret 3

f. Memanggll seseorang uniuk didengar dan diperisa sabagal tersangka atay
saksl;

o stal shii dibi dalam  he dengan
pameriksaan perkara;

h. {Mengadakan penghentian pedyidican setelah mendapat petunjuk dari

'penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

|bukan mempskan tindak pidana dan selanjulnya  mefalul . penyidik

‘memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atay

hefuargs; -
i. liengadakan tindakan fzin menunt bukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

Penyidik Pagawal Mager! Sipil membuat berlta scara setiap tindakan dalam hal
2. Pemerlksaan tarsangla;

b. |Penpgetedanan rumah:

©. Penyitazn barang;

d. Pemeriksaan saksi

e, 'Pemerfsaan tempat Kejadian.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal.Z digambarkan
. dalany pefa wilayah Kabipaten Simsulus, yang merupakan bagian idak terpisahian
dari Qanun fni.

Pasal §1

Rancana [Tata Ruang Wiaysh sebegaimana dimaksud daiem pasal.2, berungst
sebagai matra ruang dari Pola Dasar Psmbangunan Daersh Penyusunai Rencana
Pembangiinan Daereh dan Rencana Strategis Daerah berikutnya,

Pasal 52

Rencana Tata Ruang Wilaysh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan
sebagai pédoman bagi :

‘T

aeo

. Pewn?usan kehljaksanean pokok pemanfaatan ruany di witayah Kabupaten;

Mevasudian kelerpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar
wilayahl Kabupaten serta kessrasian antar sekdor;
Pengarahan lokasi investasi yang dil dan atay ¥

. Peratasn fuang wilayah Kaby na dasar datam 1

va
tethadap perizinan lokasi parnbangunan,
Pasal 53

Kolenguan menpenal penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut
=B3Uai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku,
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Pasal 54

Peninjauan kemball dan atau penyempumaan Rencana Tata Ruang Wilayah
sebagaimana dimeksud dalam pasal 4 dapat dilekukan pafing tama 5 () tanon
sekall

i BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

Pads sadt berdaku Qanun ini, maka semua rencana tafn fuRng

wilayah Kabupaten
Simeulue dan sektoral yang berkaitan dengan penataan fueng tetap berlaku
sepanjeng tidak berentangan dengan Qanun ini,

BAB X
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 56

Hal ~ hal yang belum distur datam Qanun Daesah ini sepanjang mengenat
pelaksanaannya akan distur lebih anju dengan Peraturan Bugati,

Pasal 57
Qanun il mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapal e, i
dengan pésiempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Stmeulus,

Qanun inj

Ditctapkan di Sinabang
pada tanggal _Qiktol
19 Ramadhan 1425 H

EUP 5

- Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 1__ Qfitober 7 1
¥ 19 Ramadhan 1428 H
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